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PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN DESA  SAMPALAN TENGAH                                                                                                                 NOMOR 3 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMPALAN TENGAH,

	Menimbang    :
	a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat   telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
b. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak 
egative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;  



	Mengingat     :
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ; 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 7).
14. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Sampalan Tengah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Nomor 6).


	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	


Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH
dan
PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH
MEMUTUSKAN : 

	Menetapkan 
	:
	PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH




BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian kesatu Definisi

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Sampalan Tengah
4. Masyarakat Desa Sampalan Tengah adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
5. Badan permusyawaratan Desa (BPD) disebut BPD adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) Sampalan Tengah.


3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil Sampah  adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
16. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
20. Badan usaha adalah Badan Usaha Milik Desa.
21. Pegawai TPST adalah perseorangan yang mejadi tenaga kerja sebagai tenaga pengelola sampah mulai dari asal sampah sampai di TPST dibawah pengawasan dan kendali Kordinator Pengelola Sampah;
22. Iuran Biaya Pengelolaan Sampah adalah biaya atas pelayanan yang diberikan Petugas Pengelola Sampah dalam pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga atau badan penghasil sampah;
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi : 

a. sampah rumah tangga; dan  

b. sampah sejenis sampah rumah tangga.  

Pasal 3 

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;  

b. sampah yang timbul akibat bencana;  

c. sampah medis; 

d. puing bongkaran bangunan; 

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan 

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.  

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.  
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:  

a. harmoni, dan kelestarian lingkungan; 

b. tanggung jawab; 

c. berkelanjutan;  

d. manfaat;  

e. keadilan;  

f. kesadaran;  

g. kebersamaan; 

h. kesehatan;  

i. keamanan; dan  

j. nilai ekonomi.  

Pasal 5 

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:  

a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat; 

b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;  

c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;  

d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;  

e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

f.      mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah. 

(2) Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) melalui pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga; 

BAB III 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA 
Pasal 6
Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas : 
a. 
menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 
b.
melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah; 
c. 
memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; 
d. 
melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan  sarana pengelolaan sampah; 
e. 
mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; 
f. 
memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan 
g. 
melakukan koordinasi antar lembaga desa, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.   

h.
mengedukasi masyarakat, lembaga, kelompok dalam penanganan dan pengelolaan sampah.
Pasal 7
(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan: 

a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;  

b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan; 

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;  

d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;  

e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola banjar dinas serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;  

f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;  

g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);  

h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;  

i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;  

j. memberikan 
insentif 
dan 
disinsentif 
bagi 
orang 
atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;  

k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya. 

(2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Perbekel.  

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a dan b terdiri atas: 
a. 
Pengurangan sampah; dan 
b. 
Penanganan  sampah. 

Pengurangan Sampah 
Pasal 9
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan: 
a. 
Pembatasan timbunan sampah; 
b. 
Pendauran ulang sampah; dan/atau 
c. 
Pemanfaatan kembali sampah. 
(2) Pemerintah Desa wajib  melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. 
Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; 
b. 
Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 
c. 
Memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan; 
d. 
Memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan 
e. 
Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

(3) 
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

(4) 
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

(5) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa. 

Penanganan Sampah 
Pasal 10
(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah ditingkat rumah tangga;

b. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST;

c. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; 

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 11
(1) 
Pemerintah Desa  menyediakan TPS/TPST sesuai dengan kebutuhan. 
(2) 
Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12
(1) Setiap orang atau Badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah spesifik.
(2) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dapat difasilitasi  oleh Pemerintah Desa. 
(3)
Pemerintah Desa dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan. 
(4)
Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
BAB V
LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 13
(1) Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BUMDes dan/atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. 

(2) BUMDesa yang dimaksud juga mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan sesuai pasal 8 diatas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak
Pasal 14
(1) Setiap warga yang berdomisili di Desa Sampalan Tengah mempunyai hak: 
a.
Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; 
b.
Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengolahan sampah; 
c.
Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
d.
Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perbekel. 

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 15
(1)
Perorangan/setiap orang berkewajiban menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah/sisa makanan dan sejenisnya secara sembarangan ke tempat yang bukan menjadi pembuangan sampah.

(2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 
(3) Setiap pemilik /penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing. 
(4)
Untuk mempermudah pengendalian sampah, setiap pemilik /penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan. 
(5)
Ditempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang di tempat seperti lapangan, wisata desa. 
(6)
Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
Pasal 16
Setiap pedagang penjaja, pedagang kaki lima, dan kios/warung diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. 
Pasal 17
(1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penangung jawab penyelenggara wajib menyediakan tempat sampah dan menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas membersihkan  sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut. 

(2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh BUMDes yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggungjawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pasal 18
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.     

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 
Bagian Kesatu 
Kerja sama 
Pasal 19
(1)
Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama antar desa maupun supra desa dalam melakukan pengelolaan sampah dengan persetujuan BPD. 
(2) 
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. 
(3)
Pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar desa dan supra desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua
Kemitraan 
Pasal 20
(1) Pemerintah Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama  antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan. 
BAB VIII
PEMBIAYAAN 
Pasal 21
(1) Pemerintah Desa membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. 
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB IX 
BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Pasal 22
Bentuk peran serta masyarakat  dalam pengelolaan sampah meliputi : 
a. menjaga kebersihan lingkungan; 
b.
aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan 
c.
pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya. 

Pasal 23
(1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan cara: 
a. sosialisasi; 
b. mobilisasi; 
c. kegiatan gotong royong; dan/atau 
 (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau 
 (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dengan cara: 
a. penyediaan media komunikasi; 
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan ; dan/atau  
c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat. 

Pasal 24
(1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.  

(2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), pendauran ulang (recycle) serta melakukan pemisahan sampah.  

(3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.  

(3) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerjasama dengan pelaku usaha.  

(3) Masyarakat sebagai pengelola sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah.  

(6) 
Masyarakat berperan dalam membayar retribusi pengelolaan sampah.  

(7) 
Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang pengelolaan sampah. 

BAB X
LARANGAN
Pasal 25
Setiap orang atau badan dilarang: 
a. 
mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun; 
b. 
mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 
c. 
melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;  
d. 
membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, jurang, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya; 
e. 
membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau di sekitar pekarangan, sehingga menggangu ketertiban umum;
f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah; 
g. 
membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; dan 
h.
membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Petugas pengelola sampah desa dengan pelayanan khusus. 

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
(1) Pemerintah Desa dapat memberi sanksi administrasi dan denda bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1);

(2) Pemerintah Desa dapat menerapkan sanksi administratif dan denda kepada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban membayar  sampah sampai tiga kali pembayaran rekening tertunggak;  

(4) Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi berupa denda sebesar 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) bagi masyarakat luar Desa yang kedapatan membuang sampah sebarangan di Wilayah Desa Sampalan Tengah sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1);

(5) Sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat  berupa : 
a. ditunda pelayanan administrasi di desa sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; 
b. tidak dapat pelayanan di BUMDesa;
c. denda yang dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah).

d. denda yang dimaksud ayat (2) sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

BAB XII
PERAN MASYARAKAT 

Pasal 27 

(1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.  

(2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 
BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  28
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Desa ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
	Ditetapkan di  Sampalan Tengah

Pada tanggal  28 Mei 2019



	
	PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH,

 I WAYAN  MUDIARTA


Diundangkan di  Sampalan   Tengah

pada tanggal  28 Mei 2019

SEKRETARIS DESA SAMPALAN TENGAH,

I KADEK SUKARTA

LEMBARAN DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 3
BERITA ACARA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini sabtu tanggal empat bulan mei tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan Musyawarah BPD guna membahas Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana dalam daftar hadir.

Seluruh peserta musyawarah telah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah Desa dan memutuskan akan melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar diketahui dan bisa meminta masukan dan tanggapan dari semua pihak sebelum akhirnya nanti disepakati bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan . 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai sebagai dasar dalam pelaksanaan Musyawarah Desa.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMPALAN TENGAH

1. Ketua / Anggota

:  I Wayan Wijaya
(……………….………)

2. Wakil Ketua/Anggota

:
I Wayan Suarta
(………………….……)

3. Sekretaris / Anggota

:
I Putu Aryawan
(………………………)

4. Anggota

:
I Komang Ariyasa
(………………………)

5. Anggota

:
Ni Komang Ernawati
(………………………)

6. Anggota

:
I Nyoman Subagiana
(………………………)

7. Anggota

:
I Wayan Suita
(………………………) 

BERITA ACARA 
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 

PENGELOLAAN SAMAPAH
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
: Rabu, 15 Mei 2019 


Jam 
:
 18.00 Wita


Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaiman daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

a. Materi

Penyampaian dan Penjabaran Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sampalan Tengah 
b. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah
: I Wayan Wijaya 
dari Unsur BPD

Notulen

: I Putu Aryawan
dari Unsur BPD

Narasumber

:
1. I Wayan Wijaya
dari Unsur BPD




2. I Wayan Mudiarta
dari Unsur Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah
1. Perbekel harus konsisten melaksanakan Rancangan Peraturan Desa ini setelah nanti ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan desa dimaksud Perbekel harus mensosialisasikan langsung ke masyarakat serta memberikan edukasi agar masyarakatan mengerti isi dari Peraturan Desa ini serta bisa berpartisipasi dalam pengelolaan sampah desa dan menjaga kebersihan lingkungan desa.

3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, Pihak Pemerintah Desa harus selalu berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Daerah agar selalu bersinergi dan terjadi sinkronisasi dalam penerapan aturan dalam Penanganan Sampah

4. Untuk bisa melaksanakan pengelolaan sampah yang lebih optimal, pemerintah desa agar memperhatikan armada yang ada supaya memiliki kelayakan dalam pemakaian, serta yang paling penting memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekeja yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

	Perbekel Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Mudiarta )
	
	Sampalan Tengah, 15 Mei 2019

Ketua BPD Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Wijaya )

	Wakil Kelompok Masyarakat

( I Made Wira )


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Kamis, 15 Mei 2019 

Jam 
: 18.00 Wita
Acara
:
Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah
	NO
	NAMA
	UNSUR
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
Nomor  : 910 /410/ Pem

Nomor  : 5/ BPD-ST/2019

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 

DESA SAMPALAN TENGAH

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. I Wayan Mudiarta
:
Perbekel Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. I Wayan Wijaya
:
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Kedua
Menyatakan bahwa 

1. Pihak Kedua  telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang telah diajukan Pihak Pertama  sesuai dengan format yang menjadi lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah ini
2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik kesepakatan yang dilakukakan oleh Pihak Kedua terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana tertuang pada point 1 setelah mendapat pembahasan dan kesepakatan bersama pihak kedua.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	PIHAK PERTAMA

I WAYAN MUDIARTA
	
	PIHAK KEDUA

I WAYAN WIJAYA


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Rabu, 22 Mei 2019 

Jam 
: 18.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Pembahasan Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa.
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMPALAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH,

	Menimbang   :
	a. bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel Desa Sampalan Tengah tanggal 4 Mei 2019 telah disepakati Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Pengelolaan Desa; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah.



	Mengingat     :
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan  Di Desa   ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2010 Nomor 12); 


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KESATU
:
Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah  untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel
KEDUA
:
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Desa maupun sampah yang dihasilkan warga masyarakat Desa
KETIGA
:
Segala biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya




     Ditetapkan di  Sampalan Tengah





     Pada Tanggal  27 Mei 2019

	Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Desa Sampalan Tengah,

I WAYAN WIJAYA


